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KEPALA DESA PULOAMPEL KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG
PERATURAN DESA PULOAMPEL
NOMOR: 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DANPELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19) DIDESA PULOAMPEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DESA PULOAMPEL
	Menimbang
:
	Bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease (COVID-19) diDesa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

	Mengingat
:
	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2Tahun2020TentangPenetapan Peraturan Penetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndangUndangNomor1Tahun2020TentangKebijakanKeuanganNegaraDanStabilisasiSistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi CoronaDisease2019(Covid-19)Dan/AtauDalamRangkaMenghadapiAncamanYangMembahayakanPerekonomianNasionalDan/AtauStabilitasSistemKeuangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor134);
3. PeraturanPresidenNomor82Tahun2020TentangKomite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)danPemulihan EkonomiNasional(PEN);
4. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor20Tahun2020 tentang Percepatan Penanganan Corona VirusDisease2019diLingkunganPemerintahDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor249);
………………5


5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala BesarDalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease2019(Covid-19)(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2020Nomor326);
6. PeraturanGubernur Banten Nomor .... Tahun.....tentangPedomanPelaksanaanPembatasanSosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan CoronaVirusDisease2019(Covid-19)diDaerahKabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun.....Nomor....);
7. PeraturanGubernur BantenNomor...Tahun.....tentangPengenaanSanksiterhadapPelanggaranTertibKesehatandalamPelaksanaanPembatasanSosialBerskalaBesardanAdaptasiKebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona VirusDisease2019(Covid-19)diDaerahProvinsiBanten(BeritaDaerahProvinsiBantenTahun....Nomor.....);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor .... Tahun .....tentangPembatasanSosialBerskalaBesarDalamRangkaPercepatanPenangananCoronaVirusDisease2019(BeritaDaerahKabupatenSerangTahun .....Nomor....);
9. Peraturan Bupati Serang Nomor .... Tahun .....tentangPengenaanSanksiAdministratifterhadapPelanggaranTertibKesehatandalamPelaksanaanPembatasanSosialBerskalaBesardanAdaptasiKebiasaan Baru dalam Penanggulangan Corona VirusDisease 2019 (Berita Daerah Kabupaten SerangTahun ....Nomor...);
10. Keputusan Bupati Serang.... Nomor ... Tahun ....Tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial BersekalaBesar Secara Proporsional di Kabupaten SerangDalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease -19(Berita Daerah Kabupaten Serang.....Tahun .....Nomor.....)
Memperhatikan:       1.KeputusanPresidenNomor12Tahun2020tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona VirusDisease2019(Covid-19)sebagaiBencanaNasional;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021tentangPemberlakuanPembatasanKegiatanMasyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan PoskoPenangananCoronaVirusDisease2019diTingkatDesadan kelurahan Untuk pengendalian penyebaran CoronaVirusDisease2019;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor .......tentangPerpanjanganPemberlakuanPembatasan Sosial Berskala Besar Secara ProporsionaldiProvinsiBantenDalamRangkaPenangananCoronaVirusDisease 2019(Covid-19);
MEMUTUSKAN…
MEMUTUS KAN
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMABADANPERMUSYAWARATANDESA PULOAMPEL
DAN
KEPALA DESA PULOAMPEL
MEMUTUSKAN
	Menetapkan
	:
	PERATURANDESA PULOAMPELKECAMATAN PULOAMPELKABUPATENSERANGTENTANGPELAKSANAANPOSKODESADALAMPELAKSANAANCORONAVIRUSDISEASE(COVID-19)DIDESA

	
	
	BAB I KETENTUANUMUM

	
	
	Pasal1
DalamPeraturanDesainiyangdimaksuddengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutdengan nama lain, selanjutnya yang disebut denganDesaadalahkesatuanmasyarakathukumyangmemilikibataswilayahyangberwenanguntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan,kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanprakaramasyarakat,hakasal-usul,dan/atauhaktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia;
2. PemerintahDesaadalahKepalaDesaatauyangdisebutdengannamalaindibantudenganperangkatdesasebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandesa;
3. KepalaDesaadalahpejabatpemerintahdesadiKabupaten SERANGyang mempunyai kewenangan,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtanggadesanyadanmelaksanakantugaspemerintahandaripemerintahpusatdanpemerintah daerah;
4. BadanPermusyawaratanDesaatauyangdisebutdengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakanfungsipemerintahanyanganggotanyamerupakanwakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilanwilayahdanditetapkansecarademokratis;
5. MusyawarahDesaatauyangdisebutdengannamalainadalah musyawarah antara Badan PermusyawaratanDesa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yangdiselenggarakanolehBadanPermusyawaratanDesauntukmenyepakatihalyangbersifatstrategis;
6. KesepakatanMusyawarahDesaadalahsuatuhasilkeputusandarimusyawarahdesadalambentukkesepakatanyangdituangkandalamberitaacara
kesepakatanmusyawarahdesayangditandatangani


	oleh
Ketua
Badan
Permusyawaratan
Desa
yangditetapkandengan PeraturanDesa;
7. PeraturanDesaadalahperaturanperundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelahdibahasdandisepakatiBersamaBadanPermusyawaratanDesa;
8. KeputusanKepalaDesaadalahkeputusanyangditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkandalamrangkamelaksanakanPeraturanDesayangdibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah DesadanBadanPermusyawaratanDesayangditetapkandenganPeraturan Desa;
9. PoskoDesaadalahTimyangdibentukdalammelakukan pencegahan penanganan pembinaan danpendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatanmasyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19diDesa;dan
10. SatuanGugusCOVID-19(SatgasCOVID-19)DesaatausebutannamalainnyaadalahpelaksanatugasPenangananCOVID-19diDesayangditetapkandenganKeputusanKepalaDesa.
Pasal 2 PENERAPAN
Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat levelMikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaanyang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease(COVID-19)diDesasecarakonsistendanterkendali.

	Pasal 3 KRITERIA PELAKSANAAN
(1) DalampenentuanpelaksanaanpenerapankegiatanmasyarakatdiDesadilakukandenganmempertimbangkanzonasipengendalianwilayahhinggatingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagaiberikut:
a. ZonaHijaudengankriteriatidakadakasusCOVID-
19disatuRT,makaskenariopengendaliandilakukan dengan pemantauan kasus secara rutindanberkalabersama/berkoordinasidenganpihakpuskesmas.
b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu)sampaidengan5(lima)rumahdengankasuskonfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh)hari terakhir, maka skenario pengendalian denganmenemukankasussuspek danpelacakankontakerat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dankontakeratdenganpengawasan ketat;
c. ZonaOranyedengankriteriajikaterdapat6(enam)sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasuskonfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh)hari terakhir, maka skenario pengendalian adalahmenemukan kasus suspek dan pelacakan kontakerat,lalumelakukanisolasimandiriuntukpasien
positifdankontakeratdenganpengawasanketat,


serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anakdantempatumumlainnyakecualisektorkebutuhanbahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasidenganpuskesmasdanBhabinkamtibmas;
d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positifdalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, makaskenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKMtingkatRTyangmencangkup:
1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontakerat;
2. Melakukanisolasimandiri/terpusatdenganpengawasanketat;
3. Menutuprumahibadah,tempatbermainanakdantempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhanbahanpokok;
4. Melarangkerumunanlebihdari3 (tiga)orang;
5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimalhinggapukul20.00;dan
6. MeniadakankegiatansosialmasyarakatdilingkunganRTyangmenimbulkankerumunandanberpotensimenimbulkan penularan.
DalampelaksanaannyabersamaRukunWargamelaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasidenganPuskesmasdanBhabinkamtibmas.
(2) PoskoDesasecarateknismerupakanbagianyangmenjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 diDesaterdiridari:
a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepadamasyarakatDesa;
b. PendataanmobilisasimasyarakatkeluarmasukDesa/RW/RT;
c. MengkoordinasikanpengecekanperlintasanantarDesa;
d. MendeteksipendudukdiDesa yangbarumelakukanperjalanandariwilayah luarDesa;
e. Memfasilitasisaranakesehatansederhanadalampencegahanpenyebaran COVID-19;
f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistikbagiwargayangmelakukanisolasimandiridirumahdan/ataurumah singgah;
g. MengedukasiwargadalamupayapencegahanCOVID-19;dan
h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturanyangtelah disepakatiBersama.
	Pasal 4 TIM
DalampelaksanaanPoskoDesadiaturdalamtimyangterdiridari:
a. TimPencegahan;
b. TimPenanganan;
c. TimPembinaan;dan
d. TimPendukung.
Pasal 5 STRUKTUR
Pelaksanaan
Posko
Desa,
dibentuk
struktur
dengansusunanterdiridari:
a. Ketua:KepalaDesa;
b. WakilKetua:KetuaBPD;
c. TimPencegahanyangterdiridariunsur:
· UnsurDusun/PelaksanaKewilayahan
· UnsurLembagaKemasyarakatan Desa;
· UnsurLembagaAdatDesa;dan
· UnsurSatuanPerlindunganMasyarakat.
d. TimPenangananyangterdiridariunsur:
· RT,RW
· Dokter;
· BidanDesa;
· Perawat;
· KaderKesehatan;
· KaderPosyandu;dan
· TenagakesehatanlainnyayangadadiDesa.
e. TimPembinaanyangterdiridari unsur:
· RT,RW
· SatlinmasDesa;
· TokohAgama;
· TokohAdat;dan
· TokohMasyarakat.
f. TimPendukungyangterdiriatasunsurPerangkatDesadenganSekretarisDesasebagaikoordinator.
Pasal6
SusunanPoskoDesasebagaimanapadapasal5ditetapkandenganSuratKeputusan KepalaDesa.
Pasal7
Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko DesabermitradenganBhayangkaraPembinaKeamanandanKetertibanMasyarakat(BHABINKAMTIBMAS),BintaraPembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOLPP),BadanPenanggulanganBencanaDaerah(BPBD)Kabupaten/Kota,PendampingDesadanmitraDesalainnya.

	Pasal8
Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahanpenyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuaikewenanganDesayaitu:
a.Melakukanpendataanterhadapwargayangmenjadi
suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia danmasyarakat yangkeluarmasukDesa;


b. Melakukansosialisasi penerapanprotokol kesehatanyaknimencucitangan,memakaimasker,menjagajarakdalamwilayah Desa;
c. Melakukansterilisasifasilitasumumdanfasilitassosialdiwilayah Desasecaraberkala;
d. Menyediakanfasilitascucitangan,handsanitizer,disinfektan serta tempat sampah medis dan non medisdisetiapPosko Desa;dan
e. MelaporkanpelaksanaantimsecaraberkalakepadaKepalaDesa.
Pasal9
Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganankesehatanakibatpenyebaran/penularanCOVID-19sesuaikewenanganDesayaitu:
a. BerkoordinasidenganPuskesmasterkaitdengankondisiwargayangdipantau;
b. MenyiapkanlokasiisolasibagiwargaDesayangterkonfirmasiCOVID-19;
c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhanabagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui testCoronaVirusesDisease(COVID-19);
d. Mendistribusikankebutuhanlogistikdalammasaisolasimandiri;
e. MelakukanpendataanterhadapmasyarakatyangterkonfirmasiCOVID-19;dan
f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepadaKepalaDesa.
Pasal10
TimPembinaanPoskoDesamemilikitugaspemberianpembinaanakibatpenyebaran/penularandanpenangananCOVID-19sesuaikewenanganDesayaitu:
a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatifsesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokalyangditetapkan melaluiPeraturan Desa;
b. Pembinaansebagaimanadimaksudpadaangka1(satu),berkoordinasidenganBhabinkamtibmasdanBabinsasertamitraDesalainnyasesuaibidangtugas;
c. MelakukanpembinaanbagipelanggarprotokolkesehatanmelaluipenegurandanpembatasankegiatandiDesa;dan
d. Melakukanpendataanterhadapmasyarakatyangmelakukanpelanggaranprotokolkesehatan.
Pasal11
Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukungdaripelaksanaanPoskoDesaakibatpenyebaran/penularandanpenangananCOVID-19sesuaikewenanganDesayaitu:
a. MemfasilitasioperasionaldanadmnistrasipelaksanaanPosko DesaCOVID-19;
b. MembuatsisteminformasikesehatanwargaDesa;
c. Bersamatimsesuaibidangtugasnyamenyediakandanmendistribusikan logistiksesuaikebutuhan;
d. MelakukansosialisasiprotokolkesehatandanpenangananCovid-19sertapencegahanyakepadamasyarakat;dan
e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepadaKepalaDesa.
	Pasal12
PelaporantugasTimsebagaimanapadapasal7pasal8danpasal9melaluiformatlaporanyangmenjadisatukesatuandidalamlampiran Peraturan Desaini;
Pasal13SetiapwargaDesaberkewajibanuntuk:
a. MelaksanakanprotokolKesehatan;
b. MenerapkanPerilakuHidup BersihdanSehat(PHBS);
c. Masyarakatyangmempunyaiusahawajibmenyediakanpembatastransparanuntukmenghindariterjadikontaklangsungantaramasyarakat;dan
d. BerkoordinasidenganPoskoDesaatasadanyainformasiterkaitCOVID-19.
Pasal 14 SetiapwargaDesadilarang:
a. Melakukanaktifitasyangmenimbulkankerumunanmassa;
b. Membuatkeresahan,keributan,dankegaduhanyangbisamenggangguketentramanmasyarakat;dan
c. Menghindari
terjadi
kontak
langsung
antaramasyarakatdiDesa.

	Pasal15
SetiapwargaDesayangmelanggarketentuansebagaimanadimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaanberupa:
1. PembinaanAdatsesuaidengankearifanlokalkomunitassetempat;
2. PembinaanSosialseperti:
a. Membersihkanlingkungandan/ataufasilitaspublik;
b. Membantumensosialisasikankepatuhan3M,3Tdanvaksinasi;dan
c. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu,dengandiberipenugasantertentu.
3. Pembinaanlainnya yangmerujuk kepadaPeraturanPerundanganyangberlaku.
Pasal16
(1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganansebagaibagiandaripenegakanPeraturanDesainidilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan sertaberkoordinasidenganBabinkamtibmasBabinsapuskesmas dan mitra Desalainnya melalui KepalaDesasesuaidenganbidangtugasberdasarkankearifanlokal.
(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) KepalaDesaberkewajibanmemberikaninformasikepadaSatuanTugas COVID-19ditingkatKecamatan.
Pasal17
Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam PenegakanPelaksanaanCOVID-19pembiayaandibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaDesasertadapat
mengoptimalkananggaranyangbersumberdariDanaDesayaituprioritaspenggunaanDanaDesayangketiga,


	yaitupenggunaanDanaDesauntukAdaptasiKebiasaanBaruDesa

	Pasal18
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangannyaPeraturanDesainidenganpenempatannyadalamlembaranDesa Puloampel
Kecamatan PuloampelSerangKabupatenSerang


Ditetapkandi: Puloampel
Padatanggal: 03-April -2021
KEPALA DESA PULOAMPEL
MUHLISI
Diundangkandi Puloampel
Padatanggal 03-April-2021

SEKRETARIS DESA PULOAMPEL
MULYADI
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KEPALA DESA PULOAMPEL
KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATENSERANG
KEPUTUSANKEPALA DESA PULOAMPEL
NOMOR: 140/133/SK.13KEP/DS.2001/IV/2021
TENTANG
PEMBENTUKANRELAWANPOSKODESALAWANCOVID-19
DESA PULOAMPELKECAMATAN PULOAMPEL
KEPALA DESA PULOAMPEL
	Menimbang
:
	a. bahwadalamrangkapengendalianpencegahandanpenanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease(COVID-19) di Desa maka perlu di bentuk Tim Relawanpenerapanpembatasankegiatanmasyarakatskalamikro melalui pelaksanaanOptimalisasi Peran PoskoDesayangditetapkandalamKeputusanKepalaDesa.
b. bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan berisikodan perlunya melindungi warga dari ancaman Covid-19,makaperludisusunTanggapAksiUntukPengurangan RisikodampakCOVID-19
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b makaperlumenetapkanKeputusanDesatentangPembentukanRelawanDesaLawanCovid-19

	Mengingat
:
	1. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor7,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor45495);
2. Undang-UndangNomor2Tahun2020TentangPenetapan
Peraturan
PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang UndangNomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan KeuanganNegaraDanStabilisasiSistemKeuanganUntukPenanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19)Dan/AtauDalamRangkaMenghadapiAncamanYangMembahayakanPerekonomianNasionalDan/AtauStabilitasSistemKeuangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor134);
3. PeraturanPresidenNomor82Tahun2020Tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)danPemulihanEkonomiNasional(PEN);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2020tentangPercepatanPenangananCoronaVirusDisease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor249);
5. PeraturanMenteriKesehatanNomor9Tahun2020tentangPedomanPembatasanSosialBerskalaBesarDalamRangkaPercepatanPenangananCoronaVirusDisease2019(Covid-19)(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor326);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor .. Tahun.... tentang Pedoman Pelaksanaan PembatasanSosialBerskalaMikrodalamPenanggulanganCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DaerahKabupaten/Kota(BeritaDaerahProvinsiJawaBaratTahun 2020Nomor 48);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor ... Tahun...tentangPengenaanSanksiterhadapPelanggaran Tertib Kesehatan dalam PelaksanaanPembatasan Sosial Berskala Besar dan AdaptasiKebiasaanBarudalamPenanggulanganCoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah ProvinsiBanten (Berita Daerah Provinsi BantenTahun...Nomor...);
8. PeraturanBupatiSerangNomor....Tahun.... tentang Pembatasan Sosial Berskala BesarDalamRangkaPercepatanPenangananCoronaVirusDisease2019(BeritaDaerahKabupatenSerangTahun ....Nomor .....);
9. Peraturan Bupati Serang Nomor ... Tahun .....tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadapPelanggaran Tertib Kesehatan dalam PelaksanaanPembatasan Sosial Berskala Besar dan AdaptasiKebiasaanBarudalamPenanggulanganCoronaVirusDisease2019(BeritaDaerahKabupatenSerangTahun ....Nomor ....);
10. KeputusanBupatiSerangNomor....Tahun ..... TentangPerpanjanganPembatasanSosialBersekala Besar Secara Proporsional di KabupatenSerangDalamRangkaPenangananCoronaVirusDisease-19(BeritaDaerahKabupatenSerangTahun ...Nomor....);
11. Peraturan Desa Puloampel Nomor 1 Tahun 2021TentangAnggaranPenerimaanBelanjaDesatahunanggaran 2021 ( Lembaran Desa Puloampeltahun2021nomor....);
12. Peraturan Desa Puloampel Nomortahun .....tentangPemberlakukanPembatasanKegiatanMasyarakat(PPKM)danPelaksanaanPoskoPenangananCoronaVirusDisease2019(Covid-19)(LembaranDesa Puloampeltahun2021Nomor....)
MEM UTU SKAN
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 TahunAnggaran2021,dengansusunankeanggotaansebagaimanatercantumpadaLampiranyangmerupakan


bagiantidaktcrpisahkandariKeputusanini.
KEDUA
:
TugasTimRelawanDesaTanggapMelawanCOVID-19sebagaimana DiktumKESATUadalah :
aMelakukanpencegahanmelaluilangkah-langkahsebagai
.berikut:
1) Melakukanedukasimelaluisosialisasiyangtepatdengan menjelaskan perihal informasi terkaitdenganCOVID-19
2) Mendata penduduk rentan sakit, sepertiorangtua,balita,sertaorangmemilikipenyakitmenahun,penyakittetapdanpenyakitkronislainnya.
3) Mengidentifikasifasilitas-fasilitasdesayangbiasdijadikansebagairuangisolasi.
4) Melakukanpenyemprotandisinfektandanmenyediakancairanpembersihtangan(handsanitizer)ditempatumumsepertibalaidesa.
5) Menyediakanalatkesehatanuntukdeteksidiniperlindungan, sertapencegahanpenyebaranwabahdanpenularan COVID-19.
6) Menyediakan informasi pentingterkaitdenganpenanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumahsakitrujukan,nomor telepon ambulan danlain-lain.
7) MelakukandeteksidinipenyebaranCOVID-19,denganmemantaupergerakanmasyarakatmelalui:
a) Pencatatantamuyangmasukke desa;
b) Pencatatan keluar masuknya warga desa setempatkedaerah lain;
c) Pendataanwargadesayangbarudatangdarirantau,seperti buruh migran atau warga yangbekerjadikota-kotabesar;dan
d) PemantauanperkembanganOrangdalamPantauan(ODP)danPasiendalamPantauan(PDP)COVID-19.
8) Memastikantidakadakegiatanwargaberkumpuldan/ataukerumumanbanyakorang,sepertipengajian,pernikahan, tontonanatauhiburanmassa,danhajatanataukegiatanserupalainnya
bMelakukanpenangananterhadapwargadesakorban
.COVID-19melalui langkah-langkah sebagaiberikut:
1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukanataupuskesmassetempat.
2) Penyiapanruangisolasididesa.
3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang daridaerahterdampakCOVID-19untukmelakukanisolasidiri.
4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yangmasukruangisolasi.
5) Menghubungipetugasmedisdan/atauBadanPenanggulanganBencanaDaerah(BPBD)untuklangkahatautindaklanjutberikutnyaterhadapwargayangmasukruangisolasi.
6) Senantiasamelakukankoordinasisecaraintensifdengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatandan/atauDinasPemberdayaanMasyarakatDesasertaBPBD.
	KETIGA
	:
	MasakerjaRelawan Desa Tanggap Melawan COVID-19Desaadalah sejak ditetapkannya keputusan ini sampaidengantanggal01 Maret2021;

	KEEMPAT
	:
	Segalabiayayangtimbulakibatditetapkannyakeputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sahdantidakmengikat;

	KELIMA
	:
	Keputusan inimulaiberlakupadatanggalditetapkan,danapabilaterjadikekeliruandikemudianhariakandiadakanperubahandanperbaikansebagaimana
mestinya.


DitetapkandiPuloampel
PadaTanggal 03 April 2021
KEPALA DESA PULOAMPEL








MUHLISI
Tembusan:
1. YthKepalaDinasDPMDSerang
2. YthBapak Camat Puloampel
Lampiran....
: Keputusan Kepala Desa Puloampel
Nomor
:140/133/Sk.13KEP/DS.2001/IV/2021
Tanggal
: 03 April 2021
SUSUNANKEPENGURUSANTIMRELAWANDESAPENANGANANVIRUSCORONA {COVID-19} DESA PULOAMPELKECAMATAN PULOAMPEL KABUPATENSERANGTAHUN 2021
	NO.
	URAIAN
	JABATANDALAMTIM
	UNSUR PEMERINTAHAN &LEMBAGA

	1
	MUHLISI
	Ketua
	KepalaDesa

	2
	AHMAD SIROJA
	WakilKetua
	Ketua BPD

	3
	MULYADI
	Anggota
	Sekretaris Desa 

	4
	TESI SUZIYANTI, S.E
	Anggota
	Perangkat Desa Puloampel

	5
	INDRA PRIYATMA
	Anggota
	Perangkat Desa Puloampel

	6
	HANDI SETIA PERMATA, S.T
	Anggota
	Perangkat Desa Puloampel

	7
	AJI MUTAQIN, S.Ag
	Anggota
	Perangkat Desa Puloampel

	8
	JAJA IRAWAN
	Anggota
	Perangkat Desa Puloampel

	9
	DINI SURYANI, A.Md
	Anggota
	Perangkat Desa Puloampel

	10
	YULYANI DEWI SAGITA
	Anggota
	Perangkat Desa Puloampel

	11
	BADRUSSALAM
	Anggota
	Anggota BPD Puloampel 

	12
	DIDI SUHANDI, A.Md
	Anggota
	Anggota BPD Puloampel 

	13
	SOFIA,S.Pd
	Anggota
	Anggota BPD Puloampel 

	14
	ARIFUDIN
	Anggota
	Anggota BPD Puloampel 

	15
	PUJIANI
	Anggota
	Anggota BPD Puloampel 

	16
	MAIN
	Anggota
	Anggota BPD Puloampel 

	17
	ALI MUSA
	Anggota
	Ketua RT 01

	18
	SUARDA, S.H
	Anggota
	Ketua RT 02

	19
	EDI SANUSUI
	Anggota
	Ketua RT 03

	20
	EMAN SUTIANA
	Anggota
	Ketua RT 04

	21
	RASIM
	Anggota
	Ketua RT 05

	22
	SULHIYADI
	Anggota
	Ketua RT 06

	23
	SAMSUNI
	Anggota
	Ketua RT 07

	24
	FAHRI
	Anggota
	Ketua RT 08

	25
	HADAWI
	Anggota
	Ketua RT 09

	26
	MARSALI
	Anggota
	Ketua RT 10

	27
	NOVI ANITA,A.Md Keb
	Anggota
	Bidan Desa 

	28
	ALI RAHIM
	Anggota
	Tokoh Masyarakat

	29
	HADELA
	Anggota
	PKK Desa Puloampel

	30
	POPI DARMAWAN
	Anggota
	Ketua kader Posyandu


DitetapkandiPuloampel
PadaTanggal 03 April 2021
KEPALA DESA PULOAMPEL
MUHLISI
